
 
 

SKRIPSI 

PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGATURAN SANKSI 

TAMBAHAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL 

TERHADAP ANAK DALAM HUBUNGAN KELUARGA 

 

 

Disusun Oleh : 

IIN MUZDALIFAH AL-HAQ 

NIM : 02121046 

 

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS NAROTAMA  

SURABAYA 

2025



i 

 

HALAMAN JUDUL 

 

 

 

 

 

 

 

 



ii 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 

LEMBAR PERSETUJUAN 

 

 

 

 

 

 



iv 

 

LEMBAR PENGESAHAN REVISI 

 

 

 



v 

 

LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vi 

 

LEMBAR SKRIPSI 

 

 

 

 

 



vii 

 

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI 

 

 

 



viii 

 

 



ix 

 

SURAT TUGAS 

 

 



x 

 

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI 

 

 

 



xi 

 

 



xii 

 

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT 

 



xiii 

 

 

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI 

 

 



xiv 

 

KARTU KEHADIRAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI 

 

 

 



xv 

 

 



xvi 

 

LEMBAR PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH PROPOSAL SKRIPSI 

 

 



xvii 

 

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI 

 

 



xviii 

 

 

 



xix 

 

SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT NASKAH SKRIPSI 

 



xx 

 

FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI 

 

 



xxi 

 

 



xxii 

 

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI 

 

 

 

 



xxiii 

 

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 

 

 

 

 

 

 

 



xxiv 

 

KATA PENGANTAR 

 

Bismillahirrahmanirrahim … 

 Alhamdulillahirobbil’alamin, penulis mengucap syukur atas semua karunia, nikmat, 

taufik, dan hidayahnya yang telah dilimpahkan oleh Allah SWT, sehingga penulisan dan 

penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Skripsi ini berjudul: 

“PRINSIP PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PENGATURAN SANKSI 

TAMBAHAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA SEKSUAL 

TERHADAP ANAK DALAM HUBUNGAN KELUARGA”, untuk memenuhi salah 

satu syarat menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1) pada 

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Ekonomi, dan Pendidikan Universitas Narotama 

Surabaya.  

Suatu keharusan pemberian ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan 

dan berkontribusi berupa bantuan dan dukungannya bagi penulis, kepada yang terhormat : 

1. Dekan Fakultas Hukum, Ekonomi dan Pendidikan, Universitas Narotama Surabaya, 

Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H, yang telah membantu penulis dengan membererikan 

izin dalam melakukan penulisan dan penyusunan skripsi ini; 

2. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, Bapak Bambang 

Arwanto, S.H., M.H., yang telah membantu penulisan dan penyusunan proposal skripsi 

ini, sekaligus membagikan ilmunya sebagai dasar pelaksanaan penelitian ini; 

3. Dosen Pembimbing Ibu Evi Retno Wulan, S.H., M.Hum., yang telah memberikan 

waktu untuk berdiskusi, mendampingi, mendukung, menasehati, dan memberikan 

saran-saran terbaiknya, terimakasih Ibu, saya berharap Ibu selalu diridhoi oleh Allah 

SWT disetiap perjalanan; 

4. Kedua orang tua penulis, Ibu Toyibah dan Bapak Syafaatul Labib yang selalu 

memberikan bantuan baik secara moriil maupun secara materiil kepada penulis, serta 

mendukung penulis dalam segala hal, terkhusus dalam menyelesaikan tugas akhir ini. 

Ibu dan Bapak yang selalu menemani penulis, serta mendukung penulis dalam 

berbagai hal, terutama dalam menyelesaikan tugas akhir ini, Ibu dan Bapak yang selalu 

menemani penulis, menjadi pendengar, penasehat terbaik bagi penulis; 

5. Kakak Adik penulis, mas Zidny Mahbub, mbak Uun Sandah Dahlia, mbak Durrotun 

Nasihah, mbak Qothrun Nada Humairo, adik Qurrotul Uyun, adik An’im Ashfa 

Alba’Ali, adik Aqiel Mujtaba’Ali, adik Muhammad azkan Munawwir Ali, Adik Hilyah 

salsabillah, adik Anzil Khawlatul Khawra’ serta kakak Ipar saya mas Mahrus Ali, Bang 

Sali dan mbak Siti Nur Aini yang selalu memberikan dukungan, menghibur, mengajak 

refresing dikala sudah lelah berjeri payah menyelesaikan skripsi ini; 

6. Ivan Rizki T.M yang selalu memberikan dukungan, apresiasi, dan bersedia membantu 

ketika penulis sedang mengalami kesulitan; 



xxv 

 

7. Teman-teman penulis Ria Agustin, Halimatuus Sa’diah, Adhelia Ananda Putri, 

Henny Nanda Oktavia, Aissha Amanda As Zahra, Hoirul Anam, El Aisna Putri 

Achsia, Aldi Wildan Maris, teman seperjuangan angkatan 2021 kelas A Ilmu 

Hukum, yang juga sedang menyelesaikan skripsi, tetapi tidak lupa untuk 

menanyakan kabar masing-masing padahal sedang berjarak jauh; 

8. Rekan dan rekanita PAC IPNU IPPNU kecamatan Kunjang yang paling saya 

sayangi, yang juga selalu mendukung, dan menghibur dikala sedang suntuk, selalu 

memberikan motivasi untuk dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat; 

  

Seluruh pihak yang turut serta memberikan bantuan dalam penulisan penyusunan 

proposal skripsi ini, yang karena keterbatasan penulis sehingga tidak dapat 

disenutkan satu per satu.  

 

 “Tiada kesempurnaan yang hakiki” maka menjadi suatu kelaziman apabila 

terjadi kekurangan maupun kekeliruan dalam penulisan penyusunan proposal skripsi 

ini, yang selanjutnya penulis pun berharap adanya sumbangsih berupa kritik dan 

saran yang bersifat konstruktif guna pembenahan proposal skripsi ini. Penulis pun 

berharap agar proposal skripsi ini mempunyai nilai-nilai positif dan kebermanfaatan 

bagi kalangan akdemisi, khususnya bagi para pembaca.  

 

 

Surabaya, ….. 

Penulis  

 

 

 

Iin Muzdalifah Al-haq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



xxvi 

 

ABSTRAK 

 

Prinsip Perlindungan Hukum Dalam Pengaturan Sanksi Tambahan Terhadap 

Pelaku Tindak Pidana Seksual Terhadap Anak Dalam Hubungan Keluarga 

 

Oleh : Iin Muzdalifah Al-haq 

 
Indonesia merupakan negara hukum, pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar dari 

negara hukum itu sendiri. Sesuai dengan dasar negara, maka Indonesia selalu menjunjung 

tinggi hak asasi manusia, dan akan selalu menjamin perlindungan hukum warga Indonesia 

dengan tidak memandang kedudukannya. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah Indonesia 

dalam menjunjung tinggi hak asasi manusia adalah dengan memberikan pembinaan kepada 

fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum itu sendiri. Demi ketertiban dan 

kepastian hukum yang sesuai dengan dasar negara Indoensia. Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana adalah salah satunya, yang sebagai landasan peraturan hukum. Fungsi dari hukum 

pidana di Indonesia sendiri adalah untuk sarana menanggulangi kejahatan. Bagaimana dari 

penetapan sanksi pidana yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi 

oleh hukum pidana tersebut. Yang menjadi persoalan serius saat ini adalah kejahatan seksual 

yang sangat marak, hal ini sangat bertentangan dengan dasar negara kita yang menjunjung 

tinggi hak asasi manusia, adanya kejahatan seksual berarti melanggar hak asasi manusia, dalam 

rangka memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan seksual diperlukan adanya sanksi 

tambahan sanksi pidana yang disebut dalam pasal 10 KUHP, yang merupakan pidana tambahan 

dengan adanya pencabutan hak-hak tertentu. Pencabutan hak-hak tertentu merupakan upaya 

memberikan kepastian hukum untuk melindungi kehormatan, dan martabat korban kejahatan 

seksual. Penetapan sanksi tambahan kepada pelaku kejahatan seksual yang cukup berat, akan 

memberikan rasa jera terhadap pelaku kejahatan seksual untuk tidak melakukan hal tersebut 

kembali. Dengan itu tujuan negara dalam rangka melindungi hak asasi manusia akan sangat 

terbantu, jika ada aturan aturan tambahan penetapan sanksi kepada pelaku tindak pidana 

kejahatan seksual.   

 

Kata kunci : Sanksi Tambahan, Perlindungan Hukum, Kejahatan Seksual 
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ABSTRACT 

 

Principles of Legal Protection in Arranging Additional Sanctions for 

Perpetrators of Sexual Crimes Against Children in Family Relationships 

 

Oleh : Iin Muzdalifah Al-haq 

 
Indonesia is a state of law, Pancasila and the 1945 Constitution are the basis of the rule 

of law itself. In accordance with the basis of the state, Indonesia always upholds human rights, 

and will always guarantee the legal protection of Indonesian citizens regardless of their 

position. One form of the seriousness of the Indonesian government in upholding human rights 

is to provide guidance to the respective functions and authorities towards upholding the law 

itself. For the sake of order and legal certainty in accordance with the basis of the Indonesian 

state. The Criminal Code is one of them, which serves as the basis for legal regulations. The 

function of criminal law in Indonesia itself is a means of tackling crime. How about the 

determination of criminal sanctions related to the values to be achieved or protected by the 

criminal law. The serious problem at this time is that sexual crimes are very rampant, this is 

very contrary to the basis of our country which upholds human rights, the existence of sexual 

crimes means violating human rights, in order to provide a deterrent effect on perpetrators of 

sexual crimes, additional sanctions are needed criminal sanctions referred to in article 10 of the 

Criminal Code, which is an additional crime with the revocation of certain rights. The 

revocation of certain rights is an effort to provide legal certainty to protect the honor and dignity 

of victims of sexual crimes. The stipulation of additional sanctions for perpetrators of sexual 

crimes that are quite severe will provide a sense of deterrence for perpetrators of sexual crimes 

not to do this again. With this, the state's goal in protecting human rights will be greatly helped 

if there are additional rules for determining sanctions for perpetrators of sexual crimes. 

 

 

Keywords: Additional Sanctions, Legal Protection, Sexual Crimes 
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